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Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk peran 

penerimanaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), mengetahui  hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pemungutan, dan 

upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan PAD 

melalui penerimaan retribusi pasar Kabupaten Kuantan Singingi. Retribusi pasar 

merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder 

yang diperoleh dari kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kabupaten Kuantan Singingi. Retribusi pasar mempunyai peran dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi. 

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pemerintah sering mengalami 

kendala, seperti kurangnya kesadaran pedagang, banyaknya jumlah kios atau los 

yang tidak dipergunakan sesuai fungsinya serta tidak adanya fasilitas pendukung 

bagi petugas pemungut. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus melakukan 

upaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu mengadakan sosialiasi terhadap kewajiban 

pembayaran retribusi pasar kepada para pedagang melalui paguyuban yang 

dikumpulkan mendapatkan penjelasan dan informasi mengenai hak dan kewajiban 

pedagang, serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang dan  

melakukan tindakan tegas dari pengelola pasar dalam hal ini dinas KUKM dan 

Perindag Kabupaten Kuantan Singingi untuk menertibkan kios-kios dan los yang 

tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya dengan cara diberi surat peringatan 

tertulis terlebih dahulu.  

Kata Kunci: Penerimaan, Pendapatan Asli Daerah  (PAD) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia meliputi segala bidang aspek kehidupan, 

dimana pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, 

makmur dan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur 

dan sejahtera, salah satu upaya atau cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk perbaikan pendapatan dan 

pembangunan suatu daerah.  

Untuk menyelenggarakan pembangunan, setiap daerah diberikan 

kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan 

otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Otonomi Daerah mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1999 berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-

Undang Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintah daerah dan undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, dengan 

adanya Undang-Undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang 
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luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang 

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya 

nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip 

demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan 

kenaekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Otonomi daerah memberikan kewenangan dan kemampuan kepada daerah 

untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan 

menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta 

mengurus daerahnya sendiri termasuk memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. 

Sehingga pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber 

pendapatan daerah yang potensial, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan 

asli daerah yang telah dipungut, seraya menata, mengelolah, dan menggunakan 

keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.  

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada 

daerah untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik 

penambahan maupun perubahan. Salah satunya berasal dari sektor retribusi pasar.  

Dalam rangka terwujudnya  kelancaran, keamanan dan kenyamanan 

pelayanaan fasilitas pasar, maka perlu adanya penertiban fasilitas pasar. Demikian 

juga dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat terhadap 

persediaan fasilitas pasar, perlu peran serta masyarakat melalui pembebanan 

retribusi. 
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Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi pasar adalah 

pembayaran atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola langsung oleh 

pemerintah daerah. Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan 

pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar yang meliputi pasar 

tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah 

dan khusus disediakan untuk pedagang.  

Tata cara pemungutan retribusi dilarang diborongkan. Retribusi dipungut 

dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.  Pembayaran 

retribusi harus dibayarkan sekaligus. Penagihan retribusi tepat pada waktunya atau 

kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih 

dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).  

Pemungutan retribusi dilakukan langsung oleh petugas pemerintah daerah 

melaui jalur-jalurnya terhadap pengguna-pengguna jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah sesuai peraturan daerah. Instansi pelaksana pendataan, 

pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, dan pembukuan 

dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang retribusi 

pelayanan pasar. Pemeriksaan terhadap pengujian kepatuhan pemenuhan 

kewajiban retribusi pelayanan pasar dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan. 

Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi 

kegiatan berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan oleh SKPD 

yang lingkup tugasnya dan fungsinya dibidang retribusi pelayanan pasar.  
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Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dikoordinasikan 

dengan dinas pendapatan daerah. 

Isyarat bahwa pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber 

keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan 

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. 

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten di provinsi Riau 

yang baru berkembang ,dan harus mampu menunjang pelaksanaan pemungutan 

dan penerimaan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

Pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi yang cukup 

besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya dari sektor 

penerimaan retribusi pasar. Beberapa jenis penerimaan baik itu pendapatan asli 

daerah dana perimbangan maupun dana anggaran pendapatan belanja daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi dalam tiap tahun mengalami kenaikkan yang 

menjanjikan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam kurun 3 tahun 

(2020-2022) yang mengalami kenaikan, pendapatan asli daerah terdiri dari pos 

pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi selalu hampir  

mencapai target yang di rencanakan. 
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Tabel 1.1 Realiasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi 

Tahun Target Realisasi PAD (%) 

2020 91,346,460,668.55  68,756,253,114.48 75,27 

2021 125,168,152,335. 77 51,646,058,819.51 41,26 

2022 121,046,062,548,00 85,317,475,238,83 70.48 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan singingi 2021 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dari target 

pendapatan asli daerah setelah perubahan di rencanakan sebesar 

Rp.91,346,460,668.55 terealisasi sebesar Rp. 68,756,253,114.48 atau 78,7%. Pada 

tahun 2021 pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi di targetkan 

sebesar Rp.125,168,152,335.77 terealisasi sebesar Rp. 51,646,058,819.51 atau 

41,26 %. Pada tahun 2022 di targetkan sebesar Rp. 121,046,062,548,00 dan 

terealisasi sebesar Rp. 85,317,475,238,83 atau 70,48 %. Dari tahun 2020 ke tahun 

2022 pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kenaikan 

yang cukup signifikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang 

cukup potensial di Kabupaten Kuantan Singingi. 

Berdasarkan PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012  

tentang retribusi pelayanan pasar, retribusi daerah yang selanjutnya disebut 

retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai  pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  Retribusi pasar 

adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang 

memanfaatkan fasilitas pasar. Tata cara pemungutan retribusi dilarang 
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diborongkan, dilakukan oleh petugas pemungutan dan diatur dengan peraturan 

daerah.   

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten 

Kuantan singingi Tahun 2019-2021 

Tahun Target Realisasi (%) 

2020 350,500,000.00 317,502,000.00 90.59 

2021 369,500,000,00 248,059,000,00 67,13 

2022 369,500,000,00 278,230,000,00 75,30 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan singingi 2022 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi pajak BPHTB 

dari Tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dibuktikan dari jumlah penerimaan 

retriubusi pasar tahun 2020 sebesar 90.59% dari target retribusi pasar sebesar Rp. 

350,500,000.00 realisasi yang diberikan pada tahun 2020 termasuk kriteria yang 

tinggi. Pada tahun 2021 penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.369,500,000,00 

atau 67.13% jumlah tersebut termasuk dalam kriteria rendah dari pada tahun 

sebelumnya jumlah dan kontribusi yang diberikan retribusi pasar mengalami 

penurunan yang cukup drastis. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi retribusi 

pasar sebesar Rp.369,500,000,00 atau 75,30% dimana kontribusi yang diberikan  

mengalami kenaikan.  

Menurut Mahmudi (2010 hal 145) yaitu “Kontribusi digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pajak daerah atau retribusi daerah memberikan 

sumbangan dan penerimaan periode tertentu  dengan penerimaan pendapatan asli 

daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya semakin besar pula 

sumbangan terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil 
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perbandingan terlalu kecil berarti penerimaan pajak dan retribusi terhadap 

pendapatan asli daerah juga kecil”. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik 

untuk membahas permasalahan yang ada dengan mengajukan dan mengambil 

judul ”Penerimaan Retribusi Pasar Dalam meningkatkan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

A. Bagaimana penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan  pendapatan asli 

daerah  (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi?, 

B. Apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar 

Kabupaten Kuantan Singingi?. 

C. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah  (PAD) melalui penerimaan retribusi 

pasar. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu: 

A. Untuk mengetahui penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah  (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi, 

B. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pemungutan 

retribusi pasar  Kabupaten Kuantan Singingi.  
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C. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi 

pasar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 

A. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuan berpikir terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi 

pasar Kabupaten Kuantan Singingi dan menganalisa fenomena-fenomena yang 

terjadi dalam lingkup daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui penerapan 

teori-teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan. 

B. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi  

Dapat dijadikan sebagai acuan atau masukan bagi pemerintah daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar 

Kabupaten Kuantan Singingi dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih 

efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

C. Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  

Diharapkan dapat menambah referensi dan masukan sebagai bahan 

kajian dan perbandingan bagi para mahasiswa dimasa yang akan datang.  

D. Bagi Pembaca  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya 

mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pasar  dan keuangan daerah.  
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1.5 Metode Penulisan  

A. Lokasi Penelitian  

Adapun tempat penelitian ini yaitu dilakukan pada Kantor Dinas Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi di jalan Sungai 

Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi 

Riau.  

B. Waktu Penulisan 

Penulisan ini dilakukan pada bulan September tahun 2021. 

C. Jenis Data  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

informasi melalui wawancara langsung dengan pegawai kantor dinas badan 

pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh melaui media perantara 

dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melaui tempat atau 

lokasi penelitian, yaitu kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kabupaten Kuantan Singingi.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data dengan teknik observasi dan interview. 
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1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir   

Sistematika penulisan tugas akhir mengenai apa yang menjadi dasar atau 

acuan suatu penelitian,dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa bab 

dengan urain sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini mnguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan 

penulisan teknik pengumpulan data dan penulisan laporan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini menjelaskan deskriptif atau gambaran umum Badan  Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.  

BAB III TINJAUN TEORI DAN PRAKTEK  

Bab ini membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum 

fungsi pajak objek retribusi pasar subjek retribusi pasar bukan objek retribusi 

pasar dasar pengenaan retribusi pasar.  

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran saran yang dikemukakan 

atas dasar penelitian yang dilakukan.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

2.1.  Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi  

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten baru di 

Provinsi Riau dari hasil pemekaran kabupaten induk yaitu Kabupaten Inderagiri 

Hulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1993. Dengan demikian 

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu manata 

organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk 

organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah yang dituangkan dalam pada 

peraturan daerah Kabupaten Kuantan Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan. 

2.2.  Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten 

Kuantan Singingi 

Visi merupakan suatu rangkaian cita-cita yang terkait gambaran masa 

depan dari suatu organisasi, baik dalam sebuah lembaga maupun perusahaan. Visi 

juga merupakan suatu tujuan organisasi dalam bekerja yang berfungsi untuk 

menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar 

memberikan kontribusi yang maksimal. Adapun visi Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Terwujudnya optimalisasi 



 

12 

 

penerimaan melalui peningkatan sumber daya dan pelayan publik”, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

A. Optimalisasi penerimaan daerah, upaya terbaik atau menguntungkan dalam 

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga dalam perencanaan dan 

realisasi target sesuai dengan peluang dan potensi daerah. 

B. Sumber daya adalah  segala potensi yang dimiliki oleh daerah baik sumber 

daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang ditujukan 

untuk peningkatan penerimaan daerah.  

C. Pelayanan publik adalah pelayanan prima yang diberikan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada wajib pajak daerah 

dan wajib retribusi daerah maupun Instansi terkait yang menunjang 

peningkatan penerimaan daerah. 

Misi merupakan sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk 

mewujudkan visi yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga atau perusahaan. 

Sebagai bagian dari badan pemerintahan Badan Pendapat Daerah (BAPENDA) 

Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas melaksanakan penunjang pemerintah 

di bidang keuangan sub pendapat daerah, BAPENDA Kabupaten Kuantan 

Singingi memiliki misi sebagai berikut: 

A. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah 

B. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, 

C. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

D. Menjaga hubungan yang positif dengan wajib pajak selaku mitra kerja 

pemerintah dalam pemungutan pajak, 
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E. Mewujudkan peraturan daerah peraturan bupati yang dinamis mengacu pada 

Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah, 

F. Mewujudkan penegakan peraturan daerah peraturan bupati serta sanksi hukum 

yang tegas.  

2.3. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten 

Kuantan Singingi 

Pada No 7 Tahun 1993 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi dinas 

pendapatan kabupaten kuantan singing, sebab penyusunan rencana strategis dinas 

pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi mengacu kepada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri 26 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 48 Tahun 2001 tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan Kabupaten Kuantan 

Singingi dan dijabarkan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi No 32 Tahun 

2004 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan kabupaten 

Kuantan Singingi.  

Dinas pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok 

melaksanakan otonomi daerah dibidang pendapatan daerah yang salah satu 

fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah 

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 32 Tahun 2009 mengatakan bahwa dinas 

pendapatan kabupaten Kuantan Singingi adalah selaku koordinator dibidang 

penerimaan pendapatan asli daerah dan bekerja sama dengan satuan kerja 

perangkat daerah lainya dalam menyusun dan menetapkan target pendapatan asli 
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daerah (PAD) berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dinas 

pendapatan kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peran sentral dalam 

mengkoordinasi dan melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daetah (PAD).  

Kedudukan dinas pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No.4 Tahun 2008 tentang 

organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kuantan Singingi lembaran 

daerah Tahun 2008 No.04 dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi No 32 Tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas 

pendapatan Kuantan Singingi.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan 

dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai 17 tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh 

bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kewenangan Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Pasal 

96 (ayat a) sampai dengan (ayat p) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas/badan daerah 

kabupaten Kuantan Singingi (lembaran daerah tahun 2016 Nomor 4). Maka 

kewenangan badan pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 ( enam 

belas) kewenangan yakni: 
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A. Perencanaan dan pengendalian, 

B. Pelatihan bidang pendapatan, 

C. Alokasi sumber daya manusia potensial bidang pendapatan, 

D. Penelitian yang mencakup wilayah kabupaten bidang pendapatan, 

E. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja, 

F. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah, 

G. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan 

penerimaan daerah, 

H. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan, 

I. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan 

daerah, 

J. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang 

pendapatan yang wajib dilaksanakan, 

K. Penyusunan rencana bidang pendapatan, 

L. Penyelenggaraan kualitas usaha jasa, 

M. Penyelenggaraan sistim bidang pendapatan daerah, 

N. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan, 

O. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundangundangan 

bidang pendapatan daerah, 

P. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Struktur organisasi badan pendapatan daerah kabupaten Kuantan 

Singingi berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 

pasal 3 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

badan pendapatan daerah kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari : 

A. Kepala badan, 

B. Sekretariat, membawahkan:  

a. Sub bagian umum, 

b. Sub bagian program dan keuangan, 

C. Bidang Pendaftaran, Penilaian Dan Penetapan, membawahkan:  

a. Sub bidang pendaftaran dan pendataan, 

b. Sub bidang penilaian dan perhitungan, 

c. Sub bidang penetapan dan pengelolaan data, 

D. Bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan, membawahkan:  

a. Sub bidang penagihan, 

b. Sub bidang keberatan dan banding, 

c. Sub bidang pemeriksaan.  

E. Bidang penerimaan, membawahkan:  

a. Sub bidang penerimaan dana transfer, 

b. Sub bidang penerimaan pajak dan restribusi daerah lainnya, 

c. Sub bidang evaluasi dan pelaporan.  
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Struktur Organisasi  

 

Gambar 2.1 

  

Peraturan bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan 

daerah kabupaten Kuantan Singingi inilah yang merupakan dasar landasan atas 

penetapan tugas dan fungsi serta tata kerja semua unsur dari badan pendapatan 

daerah kabupaten Kuantan Singingi. 

Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi Badan 

Pendapatan Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas masing-

masing unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.  
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Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan 

kerja badan pendapatan daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja 

masing-masing maupun antar unit kerja badan pendapatan daerah serta 

dinas/badan dan instansi vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas 

saling berkaitan.  

Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam satuan 

kerja badan pendapatan daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib 

membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi tugas 

dan fungsi masing-masing baik dalam internal Badan Pendapatan Daerah maupun 

dengan perangkat daerah lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur 

pelaksana maupun unsur pendukung dalam perangkat daerah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1. Kesimpulan  

Perkembangan retribusi pasar dari tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi 

dalam hal perkembangan penerimaan retribusi pasar sekaligus mempengaruhi 

kontribusi atau peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi. Walaupun penerimaan  retribusi pasar sangat kecil 

memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan tetapi 

cukup berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam 

pembiayaan penyelengaraan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan  

komponen-komponen pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.  

Adapun hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi 

pasar kabupaten Kuantan Singingi, yaitu kurangnya kesadaran pedagang, 

banyaknya jumlah kios atau los yang tidak dipergunakan sesuai fungsinya, dan 

tidak adanya fasilitas pendukung bagi petugas pemungut. Namun demikian, 

pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tetap berupaya untuk meningkatkan 

penerimaan Retribusi pasar. Adapun caranya yaitu, dengan mengadakan 

sosialisasi terhadap kewajiban pembayaran Retribusi Pasar kepada para pedagang 

dan melakukan tindakan tegas  dengan menertibkan kios-kios los yang tidak 

dipergunakan sebagaimana fungsinya dengan cara diberi surat peringatan.   
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 4.2. Saran 

Untuk Pemerintah Kabupaten Kuansing sebaiknya melakukan pembinaan 

sumber daya manusia untuk penerapan akuntansi keuangan daerah yang 

terintegrasi,dan diperlukan tindakan tegas dari pengelolaan penerimaan retribusi 

pasar dalam hal ini Bapenda Kuansing bersama Dinas KUKM dan Perindag 

kabupaten Kuantan Singingi untuk menertibkan Kios-Kios dan los.  
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